[ SALINAN ]

BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

Menimbang

Mengingat

ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

. bahwa untuk meningkatkan tata kelola, keterpaduan dan

efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu
disusun arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan
berbasis elektronik;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal

19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis
Elektronik, arsitektur dan peta rencana sistem
pemerintahan berbasis elektronik ditetapkan oleh kepala
daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah
Tahun 2018 - 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

" Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Repubik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

S. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN

BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-
2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

9]

L.

8.

Daerah adalah Kabupaten Klungkung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Bupati adalah Bupati Klungkung.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi
Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna

SPBE.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses
bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SEBE, dan keamanan
SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.



10.

14.

(1)

(2)

Tata Kelola SPBE adalah kerjangka yang memastikan terlaksananya
pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara
terpadu.

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan

SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang
berkualitas.

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa
fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat,

. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan

fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi,
komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau
penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

3. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur

yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.

BAB II
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah merupakan dokumen kerangka dasar
yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Aplikasi
SPBE, Infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan
layanan SPBE yang terintegrasi.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2), meliputi:

a. pendahuluan,;

b. referensi Arsitektur SPBE;

c. analisis kondisi terkini;

d. Arsitektur SPBE; dan

e. Penutup

(1)

(2)

BAB III
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah merupakan dokumen yang berisi
berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan
pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.

Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1!
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Pasal 5
Peta rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2), meliputi:
a. peta rencana strategis SPBE;
b. inisiatif strategis SPBE;
c. rencana strategis; dan
d. penutup

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 24 Juni 2022

BUPATI KLUNGKUNG,
ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 24 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
ttd.
I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,

iy

Ni-Made Sulistiawati, SH., MH
NIP. 16790610 200604 2 014




